SALINAN

BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

Menimbang

Mengingat

PEDOMAN PERCEPATAN DAN PENURUNAN STUNTING
BERSKALA DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNG MAS,

a. bahwa agar pelaksanaan program
percepatan dan penurunan Stunting melalui
penggunaan Dana Desa lebih terarah dan
berkepastian sesuai dengan kebutuhan
daerah serta menyesuaikan Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13
Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional
Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun
2024, maka Peraturan Bupati Gunung Mas
Nomor 14 Tahun 2023 perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu  menetapkan  Peraturan Bupati
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman
Percepatan dan Penurunan  Stunting
Berskala Desa dan Kelurahan;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002
tentang Pembentukan Kabupaten Katingan,
Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung
Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur
di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4180);



Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009
tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 161 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5080);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah = Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun
2014 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga Keluarga Berencana dan Sistem
Informasi Keluarga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
319, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5614);

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013
tentang Pengembangan Anak Usia Dini
Holistik-Integratif (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
146);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021
tentang Percepatan Penurunan Stunting
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 172);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39
Tahun 2016 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat
Dengan Pendekatan Keluarga (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1223);

Peraturan Menteri Keuangan  Nomor
61/PMK.07/2019 tentang Pedoman
Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana
Desa untuk Mendukung Pelaksanaan
Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting
Terintegrasi  (Berita Negara  Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor
201/PMK.07/ 2022 tentang tentang
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
1295);

Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang
Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa,
Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa
Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
1052);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor
13 Tahun 2023 tentang  Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 963);

Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 449);
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 2
Tahun 2024 tentang Tata Cara
Pengalokasian dan Penetapan Rincian
Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 14
Tahun 2023 tentang Pedoman Percepatan
dan Penurunan Stunting Berskala Desa dan
Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten
Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 646);



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN
PERCEPATAN DAN PENURUNAN STUNTING
BERSKALA DESA DAN KELURAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunung
Mas Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman
Percepatan Penurunan Stunting Berskala Desa dan
Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2023 Nomor 646) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan satu
Pasal yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 8A

Fokus Penggunaan Dana Desa diutamakan
penggunaannya untuk mendukung:
a. penanganan kemiskinan ekstrem;
b. program ketahanan pangan dan hewani;
c. program pencegahan dan penurunan
Stunting Skala Desa; dan/atau
d. Program Sektor Priotritas di Desa melalui
Bantuan Permodalan BumDesa/BumDesa
Bersama, serta Program Pengembangan
Desa sesuai Potensi dan Karakteristik
Desa.
Fokus Penggunaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib dialokasi
Pemerintah Desa dalam APBDesa Tahun
2024.
Fokus Penggunaan Dana Desa dapat untuk
pencegahan dan  penurunan  stunting
berskala Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui:
a. intervensi spesifik;
b. intervensi sensitif; dan
c. tata kelola pelaksanaan percepatan
pencegahan dan penurunan stunting,
sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Gunung Mas.

Salinan Sesuai dengan aslinya Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 22 Mei 2024

KEPALA BAGIAN HUKUM,
BUPATI GUNUNG MAS,

ttd
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700617 200501 1 007 JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 22 Mei 2024

Sekretaris Daerah
Kabupaten Gunung Mas,

ttd
RICHARD

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2024 NOMOR 708



